BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 68 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 478 ayat (4) Peraturan
Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Tata Cara Penatausahaan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
(Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
(Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau
dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No.183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

6. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun
Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah
Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 13);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
DAERAH



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Madiun.

Bupati adalah Bupati Madiun.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Bupati.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah
Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun yang berwenang dan bertanggung jawab
melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai
fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan
daerah.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang
milik daerah.

Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau
beberapa program.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa
Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh
Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan

fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah
Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus
barang.

Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima,
menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada
Pejabat Penatausahaan Barang.

Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi
tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik
daerah pada Pengguna Barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu
dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik
daerah pada Pengelola Barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu
dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik
daerah pada Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan,
mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik
daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan,
pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan, dan
pengendalian.

Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang
milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan
keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang
akan datang.

Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan
pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD,
adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode
1 (satu) tahun.

Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan pemeliharaan

barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



27. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah
yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.

28. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik
daerah yang digunakan oleh masing-masing kuasa pengguna barang.

29. Sistem Aplikasi Barang Milik Daerah Kabupaten Madiun yang selanjutnya
disingkat SIMDA-BMD merupakan aplikasi pendukung untuk inventarisasi,

perencanaan, dan penatausahaan Barang Milik Daerah.

BAB II
BARANG MILIK DAERAH
Pasal 1
Barang milik daerah meliputi:
a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau

b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, meliputi
kontrak karya, kontrak bagi hasil, kontrak kerja sama, perjanjian dengan negara
lain/lembaga internasional, dan kerja sama pemerintah daerah dengan badan
usaha dalam penyediaan infrastruktur;

c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap; atau

e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal

pemerintah daerah.

BAB III
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pasal 3
Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah yang
berwenang dan bertanggung jawab:
a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

b. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah.



Bagian Kedua
Pengelola Barang
Pasal 4
Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab:
a. mengatur pelaksanaan penggunaan barang milik daerah;
b. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penggunaan barang milik daerah;

c. melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Ketiga
Pejabat Penatausahaan Barang
Pasal 5
(1) Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik
daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
(2) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
(3) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
wewenang dan tanggungjawab:

a. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang wuntuk mengatur
pelaksanaan penggunaan barang milik daerah;

b. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi penggunaan barang
milik daerah;

c. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang
tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta
barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;

d. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas
pengelolaan barang milik daerah; dan

e. menyusun laporan barang milik daerah.

Bagian Keempat
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
Pasal 6
(1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang.
(2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.



(3)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan

bertanggung jawab:

a. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah  yang
dipimpinnya;

b. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang
tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain
kepada Bupati melalui Pengelola Barang;

c. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan
barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan

d. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan
laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada

Pengelola Barang.

Pasal 7

Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab
kepada Kuasa Pengguna Barang.

Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul
Pengguna Barang.

Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi,

kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kelima
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
Pasal 8
Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada
Pengguna Barang.
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berwenang dan bertanggung jawab:
a. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang

diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

b. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan
oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;

c. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan
fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;

d. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus

Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

Bagian Keenam
Pengurus Barang Pengelola
Pasal 9

Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas wusul Pejabat

Penatausahaan Barang.

Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat

yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat

Penatausahaan Barang.

Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan

bertanggung jawab:

a. meneliti dokumen usulan penggunaan barang milik daerah;

b. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan
sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;

c. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;

d. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna
Barang;

e. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik
daerah; dan

f. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan
tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan laporan
barang milik daerah.

Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui

Pejabat Penatausahaan Barang.

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang

Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang

ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.



(6)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

10

Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan
pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/

pekerjaan/ penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Bagian Ketujuh
Pengurus Barang Pengguna
Pasal 10

Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan

bertanggungjawab:

a. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik
daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

b. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;

c. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna
Barang;

d. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan
fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;

e. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;

f. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada
Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara

administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui

Pejabat Penatausahaan Barang.

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang

Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang

ditetapkan oleh Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan

pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas

kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada

APBD.



(1)

(2)

(3)

(4)
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Bagian Kedelapan
Pengurus Barang Pembantu
Pasal 11

Bupati menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa Pengguna

Barang melalui Pengguna Barang.

Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja,

lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan

bertanggungjawab:

a. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik
daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

b. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;

c. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa
Pengguna Barang;

d. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan
fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;

e. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;

f. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan
barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen
penatausahaan;

g. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa
Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan

h. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada
Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung

dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan

penjualan jasa atau  bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/

pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
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BAB IV
PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Pembukuan
Pasal 12
Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik
daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola
menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan
pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang
Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi
barang.
Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus berdasarkan
dokumen perolehannya atau kepemilikannya.
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
a. Sertifikat atau surat keterangan kepemilikan/penguasaan yang ditandatangani
oleh pejabat yang berwenang;
b. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan
(STNK);
Berita Acara Hibah dan Perjanjian Hibah;

o o

. Kontrak dan Berita Acara Serah Terima;

®

Berita Acara Penyerahan dan Status Penggunaan;

=

Faktur Pembelian; dan/atau

g. Dokumen lainnya yang sah.

Pasal 13
Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3)
dimuat dalam:
a. Buku Inventaris;
b. Buku Induk Inventaris;
c. Kartu Inventaris Barang (KIB) A, B, C, D, E, dan F;
d. Kartu Inventaris Ruangan (KIR).
Buku Inventaris (BI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat
seluruh golongan barang (golongan A, B, C, D, E, dan F) yang berada dalam

penggunaannya atau penguasaan pengguna barang.



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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Buku Induk Inventaris (BII) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
memuat seluruh golongan barang merupakan gabungan dari seluruh Buku
Inventaris (BI) pengguna Barang.

Kartu Inventaris Barang (KIB) A, B, C, D, E, dan F sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ memuat catatan barang berdasarkan golongan masing-masing
barang terdiri dari:

a. Kartu Inventaris Barang (KIB) A untuk tanah;

b. Kartu Inventaris Barang (KIB) B untuk mesin dan peralatan;

c. Kartu Inventaris Barang (KIB) C untuk gedung dan bangunan;

d. Kartu Inventaris Barang (KIB) D untuk jalan, irigasi, dan jaringan;

e. Kartu Inventaris Barang (KIB)E untuk aset tetap lainnya, dan;

f. Kartu Inventaris Barang (KIB) F untuk kontruksi dalam pengerjaan.

Kartu Inventaris Ruangan (KIR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
memuat catatan seluruh barang yang berada atau ditempatkan dalam satu
ruangan.

Setiap ruang wajib memiliki satu Kartu Inventaris Ruang (KIR) dan ditempel pada
bagian ruang yang mudah dilihat.

Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang dan Kepala UPT Perangkat
Daerah selaku Kuasa Pengguna wajib mengawasi dan mengendalikan serta
mengamankan Barang Milik Daerah yang berada dalam ruangan sesuai dengan

jumlah barang yang tercatat dalam Kartu Inventaris Ruang (KIR)

Pasal 14
Pengelola Barang menyimpan seluruh dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah
yang berupa tanah, bangunan dan/atau kendaraan.
Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pejabat Penatausahaan Barang.
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyimpan dokumen kepemilikan

Barang Milik Daerah selain tanah, bangunan dan/atau kendaraan.

Bagian Kedua
Inventarisasi
Pasal 15
Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1
(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh

Pengguna Barang setiap tahun.



(3)

(4)
()
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Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga)
bulan setelah selesainya Inventarisasi.

Pengelola Barang menghimpun hasil inventarisasi Barang Milik Daerah.
Penghimpunan hasil inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.

Pasal 16

Pengelola Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah

dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali

dalam 5 (lima) tahun.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 17
Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang Kuasa Pengguna
Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan untuk disampaikan
kepada Pengguna Barang.
Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan
Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan
laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan.
Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
a.laporan semesteran dan tahunan keadaan barang mencakup keseluruhan
barang yang tercatat pada Perangkat Daerah;
b.laporan hasil pengadaan setiap akhir tahun;
c. laporan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
d. laporan rencana kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
e. laporan barang habis pakai dan persediaan barang semesteran dan tahunan;
dan
f. laporan barang dalam pengerjaan.
Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai bahan untuk menyusun neraca Perangkat Daerah untuk disampaikan

kepada Pengelola Barang.

Pasal 18
Pengelola Barang harus menyusun laporan barang Pengelola semesteran dan

laporan barang Pengelola tahunan.



15

(2) Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang Pengguna semesteran dan
laporan barang Pengguna tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(2) serta laporan barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
bahan penyusunan laporan barang milik daerah.

(3) Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan

sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah.

Pasal 19
Untuk memudahkan pendaftaran, pencatatan dan pelaporan Barang Milik Daerah
secara akurat dan cepat, mempergunakan Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
yang pengadaan dan pemeliharaannya dilaksanakan berdasarkan kemampuan

keuangan daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI MADIUN,
ttd.
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO
Diundangkan di Madiun
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.
TONTRO PAHLAWANTO
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SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.
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